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ABSTRAK 

 

Clinton Pandapotan Simanjuntak, 201910115257 “Penerapan Sanksi Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Wartawan Berdasarkan 

Pasal 369 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” 

Dalam hal mendapatkan informasi merupakan tugas dari pers. Pers sebagai lembaga 

penerbitan menyelenggarakan aktivitas komunikasi, yaitu berupa kegiatan 

menyampaikan informasi, ide, sikap, dan lain-lain dari penyampai (komunikator) 

kepada yang menerima (komunikan) melalui media. Oleh karena jangkauan 

khalayak yang luas, maka kegiatannya disebut pula sebagai komunikasi massa. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Pers menghormati hak 

asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol 

oleh masyarakat. Sebagaimana untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi 

hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia 

memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam 

menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. 

Sebagaimana itu merupakan dari dasar wartawan Indonesia menetapkan dan menaati 

Kode Etik Jurnalistik. 

Seperti dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia bersikap 
independen (mandiri), menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak 

beritikad buruk. Dalam hal ini masih banyak wartawan yang tidak patuh atau tunduk 

dalam kode etik jurnalistik, salah satunya seperti wartawan melakukan tindak pidana 

pemerasan. Dalam hal ini pers atau wartawan tidak melaksanakan peranan yang 

sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemerasan yang dilakukan oleh 

wartawan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP. Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan 

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya wartawan yang tidak 

professional dan tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik. Simpulan dari penelitian 

bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Wartawan 

Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman 

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 

profesionalisme. Sebagaimana itu merupakan dari dasar wartawan Indonesia 

menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik dan penerapan sanksi pidana penjara 

terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh 

wartawan dalam Pasal 368 KUHP. 

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana 

Pemerasan dan Wartawan. 
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ABSTRACT 
 

Clinton Pandapotan Simanjuntak, 201910115257 " Application of Criminal 

Sanctions for the Crime of Extortion committed by Journalists Based on Article 

369 of the Criminal Code in conjunction with Law Number 40 of 1999 concerning 

the Press." 

Getting information is the job of the press. The press as a publishing institution 

carries out communication activities, namely in the form of activities to convey 

information, ideas, attitudes, etc. from the transmitter (communicator) to the 

recipient (communicant) through the media. Because of its wide audience reach, its 

activities are also called mass communication. In carrying out its functions, rights, 

obligations and roles. The press respects everyone's human rights, therefore the 

press is required to be professional and open to control by society. In order to 

guarantee press freedom and fulfill the public's right to obtain correct information, 

Indonesian journalists need a moral foundation and professional ethics as 

operational guidelines in maintaining public trust and upholding integrity and 

professionalism. As such, it is the basis for Indonesian journalists to establish and 

comply with the Journalistic Code of Ethics. 

As in Article 1 of the Journalistic Code of Ethics, Indonesian journalists act 
independently, produce news that is accurate, balanced and does not have bad 

intentions. In this case, there are still many journalists who do not obey or comply 

with the journalistic code of ethics, one of which is journalists who commit the 

crime of extortion. In this case the press or journalists do not carry out their roles in 

accordance with Article 6 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This 

research aims to determine the forms of extortion committed by journalists and to 

determine the application of criminal sanctions to criminal acts of extortion 

committed by journalists based on the Criminal Code. In this research, the method 

used is a normative juridical legal research method using a statutory approach. 

The research results show that there are still many journalists who are 
unprofessional and do not comply with the journalistic code of ethics. The 

conclusion from the research is that in carrying out its functions, rights, obligations 

and roles. Indonesian journalists need a moral foundation and professional ethics 

as operational guidelines in maintaining public trust and upholding integrity and 

professionalism. As such, it is the basis for Indonesian journalists to establish and 

comply with the Journalistic Code of Ethics and the application of prison sanctions 

against perpetrators of crimes of extortion and threats committed by journalists in 

Article 368 of the Criminal Code. 

Keywords : Application of Criminal Sanctions, Criminal act, The Crime of 

Extortion and Journalism. 
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